TELAAH INTERELASI  

PEMBUKTIAN BAGI ACUAN PERTIMBANGAN HAKIM  

DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS  

DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM 

( STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 137/PID.B/2007/PN.SKA ) by KUNCORO, DANANG EDY
TELAAH INTERELASI  
PEMBUKTIAN BAGI ACUAN PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS  
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM 




Disusun  dan  Diajukan  Untuk  Melengkapi  Syarat-syarat 
Guna Memperoleh Derajad Sarjana Dalam Ilmu Hukum 
Pada Universitas Sebelas Maret  
S u r a k a r t a 
 
Disusun Oleh : 





FAKULTAS HUKUM  










A. Latar Belakang Masalah 
Pada abad modern sekarang ini, perkembangan masyarakat sudah 
sangat maju. Segala bidang kehidupan masyarakat mengalami kemajuan yang 
pesat. Termasuk dalam bidang hukum dan teknologi. Dengan pesatnya 
perkembangan teknologi maka akan membawa dampak positif dan negatif. 
Dampak positif adalah membawa kehidupan yang lebih cepat dan menjamin 
kemudahan. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan semakin 
meningkatnya kejahatan dan palanggaran. Oleh karena itu untuk menjamin 
kemajuan dan perkembangan bisa berjalan dengan lancar maka diperlukan 
suatu aturan yang mengatur segala bidang kehidupan yang disebut norma 
hukum yang dibuat oleh pemerintah suatu negara. 
Di setiap negara hukum, pelaku penyimpangan negara hukum 
diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena norma 
hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar maka dikenakan 
sanksi. Kondisi ini memberikan konsekuensi kepada pemerintah harus 
menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti 
bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman maka ia berhak 
meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh 
karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban 
masyarakat maka diperlukan sanksi sedangkan sanksi ada bila ada hukum 
yang mengaturnya.  
Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup, 
maka dalam masyarakat akan terjadi goncangan sehingga perlu upaya-upaya 
untuk menegakkan hukum itu sendiri yaitu dengan menindak si pelaku itu 
sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya penegakkan hukum yang 





yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum 
yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum 
masyarakat yang kurang.  
Seiring kemajuan jaman, kebutuhan manusia akan terus bertambah 
namun di sisi lain perekonomian semakin terpuruk. Hal tersebut dapat memicu 
seseorang untuk mengambil jalan pintas demi memenuhi kebutuhannya 
dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yaitu tindak 
kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di dalam 
masyarakat adalah penipuan.   
Kejahatan penipuan merupakan salah satu fenomena kehidupan 
masyarakat. Masyarakat senantiasa berkembang sehingga kejahatanpun ada 
seiring dengan perubahan tersebut. Tidak ada satu negarapun yang sunyi 
kejahatan baik negara maju maupun negara berkembang. Kejahatan adalah 
suatu gejala yang tidak wajar di dalam setiap masyarakat yang bercirikan 
heterogenitas dan perkembangan sosial. 
Dewasa ini salah satu kejahatan yang marak dalam masyarakat yaitu 
kejahatan penipuan (http://www.petitiononline.com/erntheo/petition.html). 
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat 
(hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, 
supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena 
penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun” (Pasal 378 
KUHP). 
Terkait dengan perkara pidana tentang penipuan, di Pengadilan Negeri 
Surakarta beberapa waktu yang lalu terdapat satu kasus terkait penyelesaian 
perkara penipuan. Namun dalam penyelesaian perkara ini yang lebih menarik 
bagi  peneliti untuk dilakukan penelitian adalah pihak terdakwa dalam kasus 
penipuan ini diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim 
Pengadilan Negeri Surakarta. Kasus ini adalah kasus yang menimpa saudari 
Laurensia Maria Sumini.   
Pada kasus posisi dari kasus nomor :137/PID.B/2007/PN.SKA 
melibatkan, terdakwa Laurensia Maria Sumini, saksi Yuni Widyanti, Subekti 
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Ardianto, E. Ave Suraningsih, dan Didik Darmawan Hartono. Pada awalnya 
sekitar tanggal 5 Maret 2003 saksi Subekti menyewa rumah terdakwa 
Laurensia Maria Sumini di Jl.Gatot Subroto No. 55, Surakarta dalam jangka 
waktu 3 (tiga) tahun dengan sewa sebesar Rp. 50.000.000.- . Selang 1 (satu) 
tahun kemudian kontrak rumah tersebut diperpanjang oleh saksi Subekti 
selama jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 
125.000.000,- . Bahwa mulai tanggal 17 Januari 2004 sampai dengan tanggal 
4 Juli 2005 terdakwa mengambil barang-barang elektronika diantaranya 
adalah Hanphone, TV, VCD, PS serta berbagai macam jenis pakaian di toko 
Metta milik saksi Subekti. Barang-barang yang diambil atau dibeli terdakwa 
tersebut semuanya senilai lebih kurang Rp. 704.656.840,- dan tidak dibayar 
oleh terdakwa secara tunai yang selanjutnya barang yang diambil terdakwa 
tersebut dijual kepada orang lain. Pada saat mengambil barang-barang tersebut 
terdakwa mengatakan kepada saksi Subekti maupun saksi Yuni Widyanti 
bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut akan dibayar dengan 
rumah milik terdakwa yang dikontrak oleh saksi Subekti. Bahwa sebenarnya 
rumah milik terdakwa yang dikontrak oleh saksi Subekti tersebut oleh 
terdakwa pada tanggal 15 Juli 2002 telah dijaminkan di BPR Sabar Artha 
karena terdakwa meminjam uang kepada BPR Sabar Artha. Pada waktu 
terdakwa mengatakan kalau barang-barang yang diambil oleh Toko Metta 
akan dibayar dengan rumah yang dikontrak saksi Subekti, terdakwa tidak 
memberitahukan kalau rumah milik terdakwa yang dikontrakkan tersebut 
sebelumnya telah dijaminkan di BPR Sabar Artha. Pada sekitar bulan 
Desember 2005 saksi Subekti didatangi petugas dari BPR Sabar Artha agar 
segera mengosongkan rumah milik terdakwa yang dikontrak saksi Subekti dan 
memberitahukan kalau rumah tersebut dalam proses penyitaan Bank karena 
sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat mengembalikan 
pinjamannya di BPR Sabar Artha. 
Mencermati kasus posisi tersebut di atas, terdapat poin penting terkait 
hukum acara pidana di Indonesia yang dari dahulu sampai sekarang ini tidak 
terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak 
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pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari 
sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih 
menganut Sistem Negatif  Wettelijk dalam pembuktian pidana. Pembuktian 
dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun 
yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan 
materiil. Hal ini di dalam pembuktian pidana di Indonesia mengenal dua hal 
yang sering didengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya 
proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian. 
Di dalam hal pembuktian pidana dikenal istilah yang berbunyi : “Tidak 
dipidana tanpa kesalahan”. Dalam bahasa Belanda :“Geen straf zonder schuld” 
disinilah letak perlunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar 
bersalah menurut apa yang diatur dalam Undang-undang yang ditujukan 
kepadanya (http://arisirawan.wordpress.com/2010/02/18/peranan-barang-bukti-
dalam-pembuktian-perkara-pidana-menurut -pasal-183-k-u-h-a-p). 
Suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu 
badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk 
mencari keadilan, oleh karena jalan yang terbaik untuk mendapatkan 
penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui Badan 
Peradilan tersebut. Dalam suatu Badan Peradilan, hakim memiliki peran yang 
penting karena hakimlah yang berhak memutus suatu perkara. Hakim dalam 
memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara 
konstitusional dijamin oleh Undang-Undang 1945, maupun Bab IX UU No. 48 
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 
Hal yang terpenting dan terakhir dalam proses persidangan di 
Pengadilan adalah penjatuhan putusan oleh hakim. Dalam menjatuhkan suatu 
putusan, hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Adapun 
pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan pasal-
pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, sebenarnya juga didasarkan atas 
keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri karena hakim memiliki 
kebebasan. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. 
Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang 
berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan.  
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Putusan hakim yang seringkali ditentang oleh berbagai pihak adalah 
putusan hakim yang membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa dari 
segala tuntutan hukum. Dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan 
hukum, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, serta pilihan 
yang sulit. Walaupun memiliki pilihan yang sulit, bagaimanapun juga hakim 
memiliki kemerdekaan dan keyakinan dalam menjatuhkan suatu perkara. 
Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penipuan, seharusnya hakim 
memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut, 
sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan 
masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana 
memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga 
supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam 
masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera 
bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa 
mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut 
karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut 
di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan. 
Oleh karena itu, penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk 
penulisan hukum dengan judul : TELAAH INTERELASI PEMBUKTIAN 
BAGI ACUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN 
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  (STUDI 
KASUS PERKARA NOMOR: 137/PID.B/2007/PN.SKA ). 
 
 
B. Perumusan Masalah 
Agar dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan terfokus 
sehingga penelitian yang dicapai menjadi jelas, terarah serta dapat mencapai 
tujuan yang diinginkan, maka diperlukan adanya perumusan masalah dalam 
suatu penelitian. Melihat latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut ; Bagaimana nilai pembuktian dalam kasus 
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nomor: 137/PID.B/2007/PN.SKA memiliki interelasi bagi pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang hendak 
dicapai. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh 
peneliti sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud 
penelitian. Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan 
kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan 
dalam masing-masing macam penelitian hukum. Adapun tujuan yang ingin 
dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui interelasi pembuktian bagi acuan pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. 
b. Untuk mengetahui konsekuensi dari penjatuhan putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 
 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman 
aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum yang 
sangat berarti bagi penulis. 
b. Untuk mengetahui data dan informasi sebagai bahan utama dalam 
menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan 
dalam meraih gelar sarjana di bidang hukum pada Fakultas Hukum 






D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan bagi 
semua pihak. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 
hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada 
umumnya yang didapat atau diperoleh dari perkuliahan dengan praktek 
di lapangan dalam bidang Hukum Acara Pidana khususnya interelasi 
pembuktian bagi acuan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van 
rechtsvervolging). 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan sumbangan 
ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi para pihak yang ingin 
meneliti permasalahan yang sama, khususnya dalam menganalisis 
interelasi pembuktian bagi acuan pertimbangan hakim dalam 




E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35). Ketiga tipe 
penelitian hukum yang dikemukakan Hutchinson yaitu Doctrinal 
Research, Reform-Oriented Research, dan Theoretical Research menurut 
Peter Mahmud Marzuki merupakan penelitian doktrinal sedangkan 
penelitian sosiolegal termasuk dalam tipe keempat yaitu Fundamental 
Research (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 33). Penelitian hukum ini masuk 
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ke dalam penelitian doktrinal karena keilmuan hukum memang bersifat 
preskriptif yaitu melihat hukum sebagai norma sosial bukan gejala sosial 
(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 33). 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat dari ilmu hukum 
itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang 
bersifat preskriptif atau terapan, maksudnya bahwa ilmu hukum 
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 
konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 
2006: 22). 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum doktrinal dapat dilakukan dalam berbagai 
pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya 
merupakan esensi dari metode penelitian ini sendiri. Pendekatan itu yang 
mungkin diperoleh jawaban yang diharapkan yang diharapkan atas 
permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dipakai dalam 
penelitian hukum diantaranya: 
a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 
b. Pendekatan kasus (Case Approach). 
c. Pendekatan historis (Historical Approach). 
d. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). 
e. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006: 93-94). 
Keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan 
dengan penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan kasus 
(Case Approach). 
4. Sumber Bahan Hukum Penelitian  
a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum 
yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari 
perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perbuatan 
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perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian Hukum 
ini menggunakan bahan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri 
Surakarta Nomor: 137/PID.B/2007/PN.SKA. 
b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi 
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 
hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. 
Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang 
terdiri dari :  
1) Jurnal-jurnal hukum dari dalam dan luar negeri,  
2) Hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan 
hukum,  
3) Artikel-artikel hukum di internet (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 
141). 
5. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum 
Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan 
hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Peneliti 
menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan mengumpulkan 
putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi yakni Putusan 
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 137/PID.B/2007/PN.SKA dalam 
tindak pidana penipuan. Peneliti juga mengumpulkan bahan-bahan 
hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 
jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
6. Tehnik Analisis 
Analisis bahan hukum dalam suatu penelitian adalah 
menguraikan atau menyelesaikan masalah yang diteliti berdasarkan 
bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok 
permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
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teknik analisis deduksi. Metode deduksi merupakan mtode yang 
berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan 
premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu 
kesimpulan atau conclusion 
 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penulisan 
hukum yang disusun, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan 
hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, 
yang tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. 
Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Pada bab I ini berisi pendahuluan dari penelitian yang 
memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
  Pada bab II ini memaparkan tentang kajian pustaka yang berisi 
tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian ini dan 
kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Pada bab III ini memaparkan tentang hasil penelitian dan 
pembahasan dari hasil penelitian.  
BAB IV :  PENUTUP 
  Pada bab Bab IV yang merupakan bagian akhir dari penelitian 
dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 









A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam 
Proses Pembuktian Pidana 
a. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum 
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan, jaksa ialah Pejabat Fungsional yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut 
Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang. Sedangkan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan dan KUHAP. Penuntut Umum ialah jaksa yang 
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan 
penuntutan dan pelaksanaan Penetapan Hakim. Kejaksaan ialah 
lembaga penuntutan yang melaksanakan kekuasaan negara di 
bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-
undang. Hal ini berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. 
 
b. Kewenangan Penuntut Umum 
Secara normatif dirumuskan oleh KUHAP melalui Pasal 
14, yaitu : 
a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 
penyidik atau penyidik pembantu. 
b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 
(3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka 





c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan 
atau penahanan lanjutkan dan atau mengubah status tahanan 
setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. 
d) Membuat surat dakwaan. 
e) Melimpahkan perkara ke pengadilan. 
f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai 
surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi 
untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. 
g) Melakukan penuntutan. 
h) Menutup perkara demi kepentingan hukum. 
i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-
undang ini. 
j) Melaksanakan penetapan hakim. 
 
c. Surat Dakwaan 
Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil 
penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya 
membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP). Penuntutan 
adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana 
ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya 
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 
7). 
Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi 
hakim di dalam sidang pengadilan. Dikutip selengkapnya Pasal 143 
KUHAP yang menegaskan : 
1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri 
dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut 
disertai dengan surat dakwaan. 
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2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani serta berisi : 
a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 
tersangka. 
b) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan. 
c) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi 
hukum. 
d) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan 
disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat 
hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan 
penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke 
Pengadilan Negeri. 
d. Penuntutan dan Tuntutan Pidana 
Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk 
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di 
sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP). 
Dari rumusan Pasal 1 butir 7 KUHAP secara singkat proses 
penuntutan dan tuntutan pidana sebagai berikut : 
1) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke 
pengadilan yang berwenang. 
2) Pemeriksaan di sidang pengadilan. 
3) Tuntutan pidana. 
4) Putusan hakim. 
Dalam proses pembuktian, hakim ketua sidang 
memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan 
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menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu. Jika perlu 
benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. 
Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang 
membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada 
terdakwa atau saksi dan minta keterangan seperlunya tentang hal itu 
(Pasal 181 KUHAP). 
Penuntut Umum harus bersikap aktif, korektif, dan 
profesional dalam acara pembuktian. Dengan demikian, kebenaran 
materiil tercapai dan sekaligus dakwaan dapat dibuktikan. Oleh 
karena dalam mempertahankan dan membuktikan surat dakwaan, 
selain kemampuan berdiskusi dan meyakinkan. Hakim juga harus 
berlandaskan pada etika profesi hukum. 
Jelaslah bahwa dalam melaksanakan jabatan fungsional di 
bidang penuntutan, Jaksa bertindak sebagai wakil negara dengan 
tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Oleh 
karena itu, pelaksanaan penuntutan harus berdasarkan hukum dan 
senantiasa mengindahkan rasa keadilan yang hidup dalam 
penanganan perkara pidana (Penjelasan Pasal 8 ayat (2)). 
Semua itu tentunya guna mewujudkan keadilan sekaligus 
ketertiban hukum dan kepastian hukum. Tercapai keadilan dengan 
tidak mengindahkan kepastian hukum dapat menimbulkan 
keresahan dan preseden buruk. Jadi, mengupayakan terciptanya 
keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban hukum merupakan salah 
satu bentuk pengabdian Penuntut Umum sebagai insan adhiyaksa 









2. Tinjauan Tentang Pembuktian 
a. Macam-macam Alat Bukti 
Hukum acara pidana mengatur mengenai alat-alat bukti yang 
sah menurut undang-undang seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP, yaitu: 
1) Keterangan saksi 
2) Keterangan ahli 
3) Surat 
4) Petunjuk 
5) Keterangan terdakwa 
Berikut adalah uraian mengenai alat bukti diatas: 
 
1) Keterangan saksi 
Pasal 1 butir 1 KUHAP berbunyi: “Keterangan saksi adalah 
salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan 
dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, 
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan 
dari pengetahuannya itu”. 
Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi : “Keterangan saksi 
sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang 
pengadilan”. 
Keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang 
sah harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: 
a) Syarat formil: bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah 
apabila diberikan di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak 
dibawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah 
penyaksian yang sah. 
b) Syarat material: bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak 
saja dianggap sah sebagai alat pembuktian (Unus Testis Nulus 
Testis). Akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup 
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untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang 
dituduhkan (Darwan Prinst, 1998 : 135-136). 
Kekuatan pembuktian keterangan saksi: 
a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas: alat bukti kesaksian 
sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak 
sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak mengikat”. 
b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim: 
hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat 
pada keterangan itu, dan “dapat menerima atau 
“menyingkirkannya” (M Yahya Harahap, 2003: 294-295).  
 
2) Keterangan ahli 
Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan: “Keterangan ahli 
adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki 
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat 
terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan 
pemeriksaan”. Pasal 186 KUHAP menyatakan: “Keterangan ahli 
adalah yang seorang ahli nyatakan si sidang pengadilan”. 
   Kekuatan pembuktian keterangan ahli: 
a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas: tidak ada melekat 
nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. 
b) Prinsip minimum pembuktian: keterangan seorang ahli saja 
tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, harus disertai 
alat bukti lain (M Yahya Harahap, 2003: 304-305). 
 
3) Surat 
Tentang alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, 
sebagai berikut : surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat 
(1) huruf c, dibuat atas sumpah adalah: 
a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di 
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hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau 
keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri, 
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu. 
b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal 
atau suatu keadaan. 
c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. 
d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
Kekuatan pembuktian surat: 
a) Ditinjau dari segi formal: bentuk surat-surat yang disebut di 
dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang 
ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, 
alat bukti surat resmi mempunyai nilai “pembuktian formal 
yang sempurna”. 
b) Ditinjau dari segi materiil: mempunyai kekuatan pembuktian 
yang bersifat bebas, hakim dapat mempergunakan atau 
menyingkirkannya. Dasar alasan ketidakterikatan hakim atas 
alat bukti surat tersebut, didasarkan atas beberapa asas; aas 
proses pemeriksaan perkara pidana, asas keyakinan hakim, 




Pengertian alat bukti petunjuk seperti tercantum dalam 
Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Petunjuk adalah perbuatan, 
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kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara 
yang satu dengan yang lain, maupun denga tindak pidana itu 
sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 
siapa pelakunya”. 
Pasal 188 ayat (2) menyebutkan : petunjuk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : 
a) Keterangan saksi. 
b) Surat. 
c) Keterangan terdakwa. 
Pasal 188 ayat (3) disebutkan : “Penilaian atas kekuatan 
pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu 
dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia 
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan 
keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”. 
Kekuatan pembuktian petunjuk: 
Mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas: 
a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang 
diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas 
menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya 
pembuktian. 
b) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri 
membuktikan kesalahan terdakwa, tetap terikat prinsip batas 
minimum pembuktian. Oleh karena itu, harus didukung dengan 
sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain (M Yahya 
Harahap, 2003: 317). 
 
5) Keterangan terdakwa 
Pasal 189 ayat (1) mengatakan : “Keterangan terdakwa 
ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan 
yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. 
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Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang 
pengadilan, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di 
luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di 
sidang saja. Dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka 
keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku untuk 
dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu 
tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. 
Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, kalau 
tidak didukung oleh alat bukti lainnya (Darwan Prinst, 1998 : 
145). 
Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa: 
a) Kekuatan pembuktiannya bebas: Hakim dapat menerima atau 
menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan 
mengemukakan alasan-alasannya. 
b) Harus memenuhi batas minimum pembuktian: Tidak seorang 
terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan 
yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 
c) Harus memenuhi asas keyakinan hakim: Di samping dipenuhi 
batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka 
dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi 
dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (M 
Yahya Harahap, 2003: 332-333). 
 
b. Sistem Pembuktian 
Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang 
diperiksa, hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang 
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dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. 
Ada beberapa sistem pembuktian, yaitu : 
1) Conviction in time 
Yaitu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada 
keyakinan hakim semata. Hakim tetap tidak terikat pada alat-
alat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 
2) Conviction Raisonee 
Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula 
kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-
alat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 
3) Sistem Pembuktian Positif (Positief Wettelijk) 
Yaitu sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat 
bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-
undang. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. 
4) Sistem Pembuktian Negatif (Negatief Wettelijk) 
Dalam system negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan 
syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu : 
a) Wettelijk: adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan 
oleh undang-undang. 
b) Negatif : adanya keyakinan (nurani) hakim, yaitu berdasarkan 
bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. 
Mengenai sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP 
adalah sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang 
secara negatif atau negatief wettelijk. Hal ini dapat kita lihat 
dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP, maka untuk 
menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk 
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menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempunyai prinsip dasar 
minimum, yaitu : 
a) Kesalahan terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah. 
b) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya (M. Yahya Harahap, 2003 : 280). 
Tanpa adanya keyakinan dari hakim, maka hakim tidak 
boleh menjatuhkan putusan, dan antara alat-alat bukti yang ada 
dengan keyakinan hakim harus ada hubungan sebab-akibat. 
 
3. Tinjauan Tentang  Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara 
a. Kewajiban, dan Tanggung Jawab Hakim 
Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, hakim mempunyai kewajiban : 
1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat (Pasal 28 ayat (1)). 
2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa 
(Pasal 28 ayat (2)). 
3) Hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila 
terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau 
semenda dengan hakim ketua, salah seorang hakim anggota jaksa, 
penasehat hukum, atau panitera (Pasal 29 ayat (2)). 
4) Hakim ketua sidang, hakim anggota, bahkan jaksa atau panitera 
yang masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat 
ketiga atau semenda dengan yang diadili, wajib pula 
mengundurkan diri dari pemeriksaan itu (Pasal 29 ayat (3)). 
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5) Sebelum memangku jabatan hakim diwajibkan bersumpah dan 
berjanji menurut agamanya (Pasal 30). 
Sedangkan yang berisi tentang tanggung  jawab hakim yaitu 
bahwa “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1)). 
 
b. Kebebasan Hakim dalam Batas Maxima dan Minima 
Dalam maxima dan minima tersebut, hakim pidana adalah 
bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa 
secara tepat. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak 
secara tidak terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk 
menyalurkan kehendaknya dengan kewenang-wenangan subyektif, 
untuk menetapkan berat ringannya hukuman menurut “eigen inzicht” 
ataupun “eigen goeddunken” secara konkret.  
 
4. Tinjauan Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum 
(onstlag van rechtsvervolging) 
a. Pengertian Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum             
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang 
didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai 
dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi 
batas minimum pembuktian menurut undang-undang maupun dari 
segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 
KUHAP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak 
pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 
telah terbukti, namun tidak masuk dalam lingkup hukum pidana. 
Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa: “Jika 
pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 
pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. 
Sebagai catatan terhadap rumusan Pasal tersebut, sebenarnya apabila 
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perbuatan yang didakwakan ternyata bukan merupakan suatu tindak 
pidana, mestinya dari permulaan hakim tidak akan menerima 
tuntutan jaksa (niet ontvankelijk verklaring van het Openbare 
minnisterie). Jadi seharusnya di belakang kata “tetapi” pada Pasal 
191 ayat (2) KUHAP tersebut dirumuskan dengan kata-kata: 
“…perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 
tidak ditemukan unsur kesalahan pada diri terdakwa atau terdapat 
adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf,…” (Aloysius 
Wisnubroto, 2009 : 124). 
Undang-undang (Bab III KUHP) menentukan ada 6 (enam) 
dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat pidana 
ialah : 
1) Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat 
(ontoerekeningsvatbaarheid, Pasal 44 ayat (1)). 
2) Adanya daya paksa (overmacht, Pasal 48). 
3) Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
(noodwerexes, Pasal 49 ayat (2)). 
4) Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50). 
5) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 
(1)). 
6) Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan 
itikad baik (Pasal 51 ayat (2)). 
Menurut doktrin hukum pidana, 6 (enam) hal penyebab 
tidak dipidananya si pembuat tersebut, dibedakan dan 
dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : 
1) Atas Dasar Pemaaf (schulduitsluitingsgronden), yang bersifat 
subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai 







a) Ketidakmampuan bertanggung jawab 
Pasal 44 ayat (1) merumuskan “Barang siapa 
melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhannya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu 
karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana. 
b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
Pasal 49 ayat (2) menyatakan “Pembelaan terpaksa 
yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh 
kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman 
serangan itu, tidak dipidana”. 
c) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan 
itikad baik 
Pasal 51 ayat (2) yaitu “Perintah jabatan tanpa 
wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali 
jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa 
perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya 
termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. 
2) Atas Dasar Pembenar (rechtsvaardingingsgronden), yang 
bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal 
lain diluar batin si pembuat. Dasar pembenar ialah : 
a) Adanya daya paksa 
Pasal 48 berisi “Barang siapa melakukan perbuatan 
karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. 
b) Adanya pembelaan terpaksa 
Dalam Pasal 49 ayat (1) dikemukakan “Barangsiapa 
terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada 
serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan 
hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap 
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kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda 
sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. 
c) Sebab menjalankan perintah Undang-undang 
Pasal 50 : “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana”. 
d) Sebab melaksanakan perintah jabatan yang sah 
Tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) : “Barangsiapa 
melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan 
yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak 
dipidana”. 
Tidak dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf (fait 
d’excuse), ialah bahwa perbuatannya itu walaupun terbukti 
melanggar Undang-Undang, yang artinya ialah pada 
perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun 
berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, 
maka perbuatannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan 
(ontoerekeningsvatbaarheid) kepadanya, dia dimaafkan atas 
perbuatannya itu. 
Tidak dipidananya si pembuat atas dasar pembenar, 
karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan 
hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan 
si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena 
hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka si 
pembuatnya tidak dapat dipidana. Karena hapusnya sifat 
melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan 
oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar 







5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan 
a. Pengeritan Tindak Pidana  
Pemberian definisi terhadap pengertian hukum atau pengertian 
dalam ilmu-ilmu sosialnya pastilah terdapat perbedaan-perbedaan 
pendapat. Maka dalam pemberian pengertian terhadap definisi tindak 
pidana terdapat bermacam-macam  pendapat yang diberikan oleh para 
sarjana yang antara lain :  
1) Wirjono Prodjodikoro 
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dapat dikenakan 
hukuman pidana dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak 
pidana. 
2) Simons 
Strafbaarfeit yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang 
bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan 
yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab. 
3) Moeljatno 
Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu bagi siap yang melanggar larangan tersebut. 
4) Van Hamel 
Starfbaarfeit yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet 
yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan 
dengan kesalahan. 
Pengertian tindak pidana atau strafbaarfeit yang diberikan oleh 
beberapa ahli di atas menimbulkan kensekuensi bahwa perbuatan 
pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang yaitu 
melanggar suatu aturan hukum pidana atau perbuatan yang tidak boleh 
dilakukan oleh suatu aturan hukum positif serta perbuatan yang 
apabila melanggar diancam dengan pidana antara lain artinya ada 
suatu kemungkinan dijatuhi pidana oleh karena itu suatu perbuatan 
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dapat dikatakan sebagai perbuatan pudana atau tindak pidana apabila 
ada suatu kenyataan bahwa ada aturan yang melarang perbuatan 
tersebut dan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan 
tersebut, dalam larangan dan ancaman tersebut terdapat hubungan 
yang erat. Oleh karena itu antara peristiwa dan orang yang 
menimbulkan kejadian itu ada suatu kemungkinan hubungan yang erat 
dimana satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Guna 
menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakan suatu pengertian 
abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan kongkrit yaitu : 
1) Adanya kejadian yang tertentu 
2) Adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu 
 
b. Pengertian Tindak Pidana Penipuan  
 Tindak pidana penipuan dirumuskan dalam Psal 378 KUHP. 
Bunyi perumusan Pasal 378 KUHP selengkapnya adalah : 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 
martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian 
kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu 
benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana 
penjara paling lama 4 tahun. 
 
c. Kejahatan penipuan mempunyai tujuan, tujuan perbuatan tersebut 
antara lain : 
1). Menyerahkan Benda 
Benda dalam hal ini mempunyai arti sama dengan benda dalam 
pencurian dan penggelapan, yaitu benda berwujud dan bergerak. Dapat 
diartikan bahwa dalam penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi 
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terhadap benda miliknya sendiri dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
2). Memberi hutang dan menghapuskan piutang 
Memberi hutang berarti membuat suatu perikatan hukum yang 
membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk 
menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Menghapuskan 
piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang 
sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu 
untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang 
lain. 
 
d. Upaya-upaya penipuan yaitu : 
1). Menggunakan nama palsu 
Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri 
melainkan nama orang lain. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui 
secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. 
2).Menggunakan martabat/kedudukan palsu 
Ialah keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan 
palsu. Kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang 
disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana 
menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal ia tidak 
mempunyai hak tertentu itu. 
3). Menggunakan tipu muslihat 
Diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan 
yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran 
perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. 
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e. Unsur-unsur subjektif penipuan : 
1). Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah 
ada. Menambah kekayaan ini baik diri sendiri maupun bagi orang lain. 
2). Dengan melawan hukum 
Melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Sebelum 
melakukan perbuatan menggerakan, pelaku telah memiliki kesadaran 
dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Unsur 
melawan hukum dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka 





















































 Alat Bukti 
 Nilai pembuktian 
 Kekuatan 
pembuktian 

















Apabila terjadi suatu tindak pidana penipuan, dilakukan proses 
persidangan, pembuktian (alat bukti, nilai pembuktian, dan kekuatan 
pembuktian) di Pengadilan, kemudian dilakukan pemeriksaan di 
Pengadilan Negeri, pada akhirnya akan didapat musyawarah Majelis 
hakim berupa putusan pemidanaan, pembebasan atau pelepasan dari segala 
tuntutan hukum. 
Seperti dalam putusan hakim pada umumnya, dalam menjatuhkan 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging), 
hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Hakim harus benar-
benar jeli dalam memeriksa suatu perkara sebelum hakim tersebut 
menjatuhkan putusan. Putusan hakim yang melepaskan terdakwa dari 
segala tuntutan hukum (alasan pembenar, dan alasan pemaaf) dijatuhkan 
apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu 
tindak pidana. Dimana harus dipertimbangkan mengenai bukti-bukti dalam 
persidangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selain itu juga 
adanya keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak 
dapat dihukum. 
Setelah putusan dijatuhkan, masih harus dilihat lagi apakah 
putusan yang dijatuhkan tersebut sudah sesuai dengan peraturan hukum 
yang berlaku atau tidak, karena apabila ternyata putusan yang dijatuhkan 
tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
(formil dan materiil), maka dapat dilakukan upaya hukum, dalam hal ini 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Nilai Pembuktian dan Interelasi Terhadap Pertimbangan Hakim 
dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada 
Perkara Nomor: 137/PID.B/2007/PN.SKA) 
Sebelum menelaah lebih jauh mengenai nilai pembuktian dan 
interelasinya terhadap putusan hakim, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan 
kasus nomor: 137/PID.B/2007/PN.SKA, yang meliputi : 
 
1. Identitas Terdakwa 
Nama :    Laurensia Maria Sumini 
Tempat lahir :    Boyolali 
Umur/tanggal lahir :    37 tahun/ 19 Juli 1969 
Jenis kelamin :    Perempuan 
Kebangsaan :    Indonesia 
Tempat tinggal :  Jl. Yos Sudarso No. 68, Rt.004/Rw.003,  
Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, 
Surakarta 
Agama :     Khatolik 
Pekerjaan  :     Dagang 
 
Saksi-saksi; Yuni Widyanti, Subekti Ardianto, E. Ave Suraningsih, dan Didik 
Darmawan Hartono. 
 
2. Kasus Posisi 
Kasus posisi dari kasus nomor: 137/PID.B/2007/PN.SKA yaitu: Pada 
awalnya sekitar tanggal 5 Maret 2003 saksi Subekti menyewa rumah terdakwa 





waktu 3 (tiga) tahun dengan sewa sebesar Rp. 50.000.000.- . Selang 1 (satu) tahun 
kemudian kontrak rumah tersebut diperpanjang oleh saksi Subekti selama jangka 
waktu 7 (tujuh) tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 125.000.000,- . Bahwa 
mulai tanggal 17 Januari 2004 sampai dengan tanggal 4 Juli 2005 terdakwa 
mengambil barang-barang elektronika diantaranya adalah Hanphone, TV, VCD, 
PS serta berbagai macam jenis pakaian di toko Metta milik saksi Subekti. Barang-
barang yang diambil atau dibeli terdakwa tersebut semuanya senilai lebih kurang 
Rp. 704.656.840,- dan tidak dibayar oleh terdakwa secara tunai yang selanjutnya 
barang yang diambil terdakwa tersebut dijual kepada orang lain. Pada saat 
mengambil barang-barang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Subekti 
maupun saksi Yuni Widyanti bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tesebut 
akan dibayar dengan rumah milik terdakwa yang dikontrak oleh saksi Subekti. 
Bahwa sebenarnya rumah milik terdakwa yang dikontrak oleh saksi Subekti 
tersebut oleh terdakwa pada tanggal 15 Juli 2002 telah dijaminkan di BPR Sabar 
Artha karena terdakwa meminjam uang kepada BPR Sabar Artha. Pada waktu 
terdakwa mengatakan kalau barang-barang yang diambil oleh Toko Metta akan 
dibayar dengan rumah yang dikontrak saksi Subekti, terdakwa tidak 
memberitahukan kalau rumah milik terdakwa yang dikontrakkan tersebut 
sebelumnya telah dijaminkan di BPR Sabar Artha. Pada sekitar bulan Desember 
2005 saksi Subekti didatangi petugas dari BPR Sabar Artha agar segera 
mengosongkan rumah milik terdakwa yang dikontrak saksi Subekti dan 
memberitahukan kalau rumah tersebut dalam proses penyitaan Bank karena 
sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat mengembalikan 




Bahwa ia terdakwa Laurensia Maria Sumini mulai tanggal 17 Januari 
tahun 2004 sampai dengan tanggal 4 Juli 2005 atau  setidak-tidaknya pada waktu 
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lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Toko Metta Jl. 
Yos Sudarso Nomor Surakarta, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih 
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud hendak 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan 
memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, 
maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya 
memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, 
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 5 Maret 2003 saksi Subekti menyewa 
rumah terdakwa Laurensia Maria Sumini di Jl.Gatot Subroto No. 55, 
Surakarta dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan sewa sebesar Rp. 
50.000.000.- ; 
- Bahwa selang 1 (satu) tahun kemudian kontrak rumah tersebut 
diperpanjang oleh saksi Subekti selama jangka waktu 7 (tujuh) tahun 
dengan harga sewa sebesar Rp. 125.000.000,- ; 
- Bahwa mulai tanggal 17 Januari 2004 sampai dengan tanggal 4 Juli 2005 
terdakwa mengambil barang-barang elektronika diantaranya adalah 
Hanphone, TV, VCD, PS serta berbagai macam jenis pakaian di toko 
Metta milik saksi Subekti ; 
- Bahwa barang-barang yang diambil atau dibeli terdakwa tersebut 
semuanya senilai lebih kurang Rp. 704.656.840,- dan tidak dibayar oleh 
terdakwa secara tunai yang selanjutnya barang yang diambil terdakwa 
tersebut dijual kepada orang lain ; 
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa mengatakan 
kepada saksi Subekti maupun saksi Yuni Widyanti bahwa barang-barang 
yang diambil terdakwa tesebut akan dibayar dengan rumah milik terdakwa 
yang dikontrak oleh saksi Subekti ; 
- Bahwa sebenarnya rumah milik terdakwa yang dikontrak oleh saksi 
Subekti tersebut oleh terdakwa pada tanggal 15 Juli 2002 telah dijaminkan 




- Bahwa pada waktu terdakwa mengatakan kalau barang-barang yang 
diambil oleh Toko Metta akan dibayar dengan rumah yang dikontrak saksi 
Subekti, terdakwa tidak memberitahukan kalau rumah milik terdakwa 
yang dikontrakkan tersebut sebelumnya telah dijaminkan di BPR Sabar 
Artha. 
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2005 saksi Subekti didatangi petugas 
dari BPR Sabar Artha agar segera mengosongkan rumah milik terdakwa 
yang dikontrak saksi Subekti dan memberitahukan kalau rumah tersebut 
dalam proses penyitaan Bank karena sampai batas waktu yang ditentukan 
terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjamannya di BPR Sabar Artha ; 
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 378 KUHP ; 
Atau 
Kedua: 
Bahwa ia terdakwa Laurensia Maria Sumini mulai tanggal 17 Januari 
tahun 2004 sampai dengan tanggal 4 Juli Tahun 2005 atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Toko Metta 
Jl. Yos Sudarso Nomor Surakarta, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih 
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja memiliki 
dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk 
kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena 
kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 5 Maret 2003 saksi Subekti menyewa 
rumah terdakwa Laurensia Maria Sumini di Jl.Gatot Subroto No. 55, 
Surakarta dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan sewa sebesar Rp. 
50.000.000.- ; 
- Bahwa selang 1 (satu) tahun kemudian kontrak rumah tersebut 
diperpanjang oleh saksi Subekti selama jangka waktu 7 (tujuh) tahun 
dengan harga sewa sebesar Rp. 125.000.000,- ; 
- Bahwa mulai tanggal 17 Januari 2004 sampai dengan tanggal 4 Juli 2005 
terdakwa mengambil barang-barang elektronika diantaranya adalah 
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Hanphone, TV, VCD, PS serta berbagai macam jenis pakaian di toko 
Metta milik saksi Subekti ; 
- Bahwa barang-barang yang diambil atau dibeli terdakwa tersebut 
semuanya senilai lebih kurang Rp. 704.656.840,- dan tidak dibayar oleh 
terdakwa secara tunai yang selanjutnya barang yang diambil terdakwa 
tersebut dijual kepada orang lain ; 
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut terdakwa mengatakan 
kepada saksi Subekti maupun saksi Yuni Widyanti bahwa barang-barang 
yang diambil terdakwa tesebut akan dibayar dengan rumah milik terdakwa 
yang dikontrak oleh saksi Subekti ; 
- Bahwa sebenarnya rumah milik terdakwa yang dikontrak oleh saksi 
Subekti tersebut oleh terdakwa pada tanggal 15 Juli 2002 telah dijaminkan 
di BPR Sabar Artha karena terdakwa meminjam uang kepada BPR Sabar 
Artha ; 
- Bahwa pada waktu terdakwa mengatakan kalau barang-barang yang 
diambil oleh Toko Metta akan dibayar dengan rumah yang dikontrak saksi 
Subekti, terdakwa tidak memberitahukan kalau rumah milik terdakwa 
yang dikontrakkan tersebut sebelumnya telah dijaminkan di BPR Sabar 
Artha. 
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2005 saksi Subekti didatangi petugas 
dari BPR Sabar Artha agar segera mengosongkan rumah milik terdakwa 
yang dikontrak saksi Subekti dan memberitahukan kalau rumah tersebut 
dalam proses penyitaan Bank karena sampai batas waktu yang ditentukan 
terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjamannya di BPR Sabar Artha ; 
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 372 KUHP ; 
 
4. Alat Bukti 
Berdasarkan hasil analisis terhadap alat bukti yang digunakan dalam 
siding perkara penipuan ini, dapat diketahui bahwa alat bukti yang digunakan 
selain barang bukti yang terdiri dari 11 barang bukti, dalam proses persidangan 
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perkara penipuan ini juga menghadirkan 4 orang saksi. Berdasakan hasil 
pemeriksaan terhadap keterangan 4 orang saksi dalam proses persidangan perkara 
ini dapat diketahui sebagai berikut : menimbang, bahwa untuk membuktikan 
dakwaan tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 4 (empat) 
orang saksi, masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai 
berikut: 
Saksi-1 :YUNI WIDYANTI 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa +/- 10 tahun yang lalu dan 
terdakwa adalah pedagang roti ; 
- Bahwa benar pada tahun 2003 saksi telah mengontrak (sewa) ruko milik 
terdakwa di Jl. Gatot Subroto No.55, Surakarta seharga Rp. 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan telah saksi 
bayar dengan tunai, lalu saksi membuat ruko tersebut menjadi Toko Metta 
yang menjual barang-barang elektronik dan pakaian ; 
- Bahwa benar disamping Ruko (Toko Metta) di Jl. Gatot Subroto Surakarta 
tersebut, saksi juga ada menyewa rumah milik terdakwa yang lain di Jl. 
Yos Sudarso yang saksi gunakan Toko untuk menjual pakaian ; 
- Bahwa benar setelah berjalan 1 (satu) tahun, sewa-menyewa ruko (Toko 
Metta) di Jl. Gatot Subroto, saksi lalu mengadakan kesepakatan dengan 
terdakwa untuk memperpanjang kontrak (sewa) ruko tersebut selama 5 
tahun lagi (menjadi 7 tahun) dengan harga sewa selama 5 tahun Rp. 
125.000.000,- dan total sewa selama 7 tahun = Rp. 175.000.000,- ; 
- Bahwa benar harga sewa ruko tersebut telah saksi bayar lunas dengan cara 
Rp. 50 juta dengan uang kontan dan Rp. 125 juta dengan barang-barang 
elektronik (Handphone, TV, VCD, PS, Kulkas, kompor gas, berbagai jenis 
pakaian dan lain-lain) ; 
- Bahwa benar setelah kontrak berjalan 1 tahun, saksi lalu mengajak 
terdakwa untuk berbisnis barang-barang elektronik dengan cara mula-mula 
saksi mengirim barang elektronik berbentuk Handphone, TV, VCD, PS, 
Kulkas, kompor gas, berbagai jenis pakaian dan lain-lain kerumah 
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terdakwa dan selanjutnya barang-barang tersebut saudara jual lagi dengan 
cara kontan/kredit dan sebagian ada yang terdakwa pergunakan sendiri ; 
- Bahwa benar pembelian barang-barang tersebut oleh terdakwa dilakukan 
dengan cara kredit (hutang) dan tidak pula ditentukan batas waktu 
pembayarannya ; 
- Bahwa benar disamping terdakwa sendiri yang menerima kiriman barang-
barang, kadang-kadang juga diterima atau diambil sendiri oleh adik 
terdakwa yang bernama Mayangsari, demikian pula sebaliknya apabila 
terdakwa/adiknya yang datang ke Toko Metta untuk mengambil barang-
barang maka yang memberikannya adalah saksi, sebab saksi juga telah 
memerintahkan kepada karyawannya untuk memberikan barang-barang 
apabila diminta oleh terdakwa maupun oleh adiknya ; 
- Bahwa benar setiap pengambilan atau pengiriman barang-barang dari 
Toko Metta kepada terdakwa atau adiknya Mayangsari selalu dibuatkan 
nota (faktur) pembelian yaitu: apabila telah dibayar lunas, maka pembeli 
menerima faktur aslinya berwarna putih yang ada tanda pembayaran lunas. 
Dan apabila belum dibayar (hutang) atau kredit maka kepada pembeli 
diberikan salinan nota (faktur) yang berwarna merah jambu dan nota 
aslinya dipegang oleh saksi dan bila hutang telah dibayar lunas, kepada 
pembeli tersebut diberikan nota aslinya sebagai tanda lunas ; 
- Bahwa benar sejak mulai berbisnis dengan terdakwa sekitar bulan Januari 
2004 sampai Juli 2005, terdakwa belum pernah membayar harga 
pembelian barang-barang milik saksi ; 
- Bahwa benar ketika jumlah hutang terdakwa sudah mencapai Rp. 500 juta 
saksi menghentikan permintaan barang-barang oleh terdakwa agar 
terdakwa membayar dulu hutang-hutangnya, akan tetapi terdakwa 
mengatakan akan membayar dengan cara menyerahkan ruko yang saksi 
kontrak (toko Metta) di Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta tersebut ; 
- Bahwa benar setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut maka ketika 
terdakwa meminta lagi barang-barang saksi, lalu tanpa merasa khawatir 
saksi memberikan permintaan terdakwa tersebut sehingga total 
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keseluruhan hutang-hutang terdakwa kepada saksi berjumlah Rp. 
704.656.840,- ; 
- Bahwa benar jumlah tersebut saksi sendiri yang merekapnya berdasarkan 
faktur-faktur/nota-nota hutang yang ada pada saksi ; 
- Bahwa benar sejak mulai menyewa ruko milik terdakwa di Jl. Gatot 
Subroto No. 55 Surakarta tersebut, saksi sudah berniat ingin memilikinya; 
- Bahwa benar saksi tidak merasa takut apabila nantinya terdakwa tidak 
sanggup membayar hutang-hutangya kepada saksi, maka ruko tersebut 
nantinya akan dikonpensasi sebagai ganti pembayaran hutang-hutang 
terdakwa ; 
- Bahwa benar ruko tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari 
warisan almarhum suaminya ; 
- Bahwa benar sejak awal mulai berbisnis antara saksi dan terdakwa tidak 
ada perjanjian tentang ruko tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang-
hutang terdakwa, akan tetapi saksi pikir bahwa terdakwa akan mampu 
membayar hutang-hutangnya dengan cara mengkonpensasikan dengan 
ruko yang saksi sewa di Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta tersebut, dan 
hal itulah yang mendasari saksi menjadi tidak takut untuk berbisnis dengan 
terdakwa, dan harga ruko tersebut saksi taksir +/- Rp. 800 juta ; 
- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2005, saksi telah didatangi oleh 
petugas dari BPR Sabar Artha Palur, yang mengatakan agar saksi segera 
mengosongkan Ruko (toko Metta) di Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta 
tersebut karena ruko tersebut telah dibeli oleh BPR Sabar Artha Palur, dan 
dengan kejadian tersebut telah dibeli oleh terdakwa yang menyatakan 
bahwa ruko tersebut nantinya akan dijual kepada saksi, akan tetapi 
ternyata ruko tersebut telah dijadikan agunan kepada BPR Sabar Artha 
Palur dan telah dibeli oleh BPR Sabar Artha tersebut ; 
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah dirugikan dan saksi melaporkan 
kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ; 
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- Bahwa benar saksi telah menerima uang terdakwa melalui BPR Artha 
Palur dari hasil penjualan ruko tersebut sebesar Rp. 130.000.000,- sebagai 
konpensasi atas hak sewa ruko tersebut yang akan berakhir tahun 2010 ; 
- Bahwa benar Faktur/Nota/Kwitansi yang diajukan di persidangan adalah 
Nota/Faktur pengambilan barang-barang yang dilakukan terdakwa atau 
adiknya Mayangsari dan benar barang bukti yang diajukan dipersidangan 
adalah barang-barang milik saksi yang telah diterima oleh terdakwa atau 
adiknya Mayangsari ; 
 Bahwa atas  keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapinya dengan 
mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut sebagian benar dan sebagian ada 
yang tidak benar yaitu: 
- Bahwa inisiatif untuk berbisnis adalah datang dari saksi dengan cara 
menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan dan 
kadang-kadang saksi mengirim sendiri barang-barang yang katanya model 
baru ke rumah terdakwa ; 
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat perjanjian dengan saksi tentang 
rumah terdakwa di Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta sebagai agunan 
pembayaran hutang terdakwa terhadap saksi Yuni Widyanti, yang benar 
adalah saksi sendiri yang berkeinginan membeli ruko tersebut dan saksi 
menawar dengan harga Rp. 500 juta dan terdakwa tolak karena harga yang 
ditawar saksi terlalu rendah ; 
- Bahwa tidak benar terdakwa belum pernah membayar hutang-hutang 
terdakwa tersebut kepada saksi Yuni Widyanti sebab terdakwa sudah 
sering membayar bila barang-barang tersebut laku dan ada bukti 
pembayarannya berupa nota-nota/faktur-faktur asli yang ada pada tangan 
terdakwa ; 
 
Saksi-2 :SUBEKTI ARDIANTO 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa +/- 10 tahun yang lalu ; 
- Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2003, istri saksi Yuni Widyanti telah 
mengontrak (sewa) ruko milik terdakwa di Jl. Gatot Subroto No. 55, 
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Surakarta seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jangka 
waktu (3) tiga tahun dan telah dibayar tunai, lalu saksi dan selanjutnya 
rumah tersebut dibuat ruko dan diberi nama Toko Metta yang menjual 
barang-barang seperti pakaian, barang-barang elektronik ; 
- Bahwa benar setelah sewa ruko berjalan selama (1) satu tahun, istri saksi 
Yuni Widyanti memperpanjang kontrak (sewa) ruko tersebut selama 5 
tahun lagi dengan harga sewa Rp. 125.000.000,- dan total jangka waktu 
sewa adalah selama 7 tahun ; 
- Bahwa benar sejak tahun 2004 antara istri saksi dengan terdakwa telah 
menjalin hubungan dagang dimana terdakwa selalu membeli barang-
barang elektronik, handphone dan pakaian milik istri saksi dengan cara 
berhutang ; 
- Bahwa benar ketika hutang-hutang terdakwa telah banyak dan istri saksi 
menagih pembayarannya terdakwa menyatakan akan membayarnya 
dengan cara menyerahkan ruko tersebut kepada istri saksi ; 
- Bahwa benar antara istri saksi dengan terdakwa dalam hal membeli 
barang-barang dengan cara berhutang tersebut tidak ada diperjanjikan 
tenggang waktu pembayarannya ; 
- Bahwa benar barang-barang yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah 
barang-barang elektronik seperti Handphone, TV, VCD/DVD, PS, Kulkas, 
kompor gas, berbagai jenis pakaian berikut accesorisnya ; 
- Bahwa benar istri saksi percaya saja kepada terdakwa dengan memberikan 
barang-barang dalam jumlah yang begitu banyak karena terdakwa adalah 
orang yang sudah lama dikenal istri saksi dan istri saksi percaya kepada 
perkataan terdakwa yang menyatakan bahwa ruko (toko Metta) di Jl. Gatot 
Subroto No. 55 Surakarta tersebut nantinya akan dijual kepada istri saksi 
untuk membayar hutang-hutangnya ; 
- Bahwa benar barang-barang yang dibeli oleh terdakwa dan ada juga yang 
dipakai sendiri oleh terdakwa ; 
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- Bahwa benar setiap penjualan barang-barang yang dilakukan oleh istri 
saksi kepada terdakwa dengan cara berhutang (kredit) tersebut seluruhnya 
ada tanda (Nota/Faktur/Kwitansi) nya ; 
- Bahwa benar pada bulan Desember 2005, saksi dan istri saksi telah 
didatangi oleh petugas dari BPR Sabar Artha Palur dan menyatakan pada 
saksi untuk segera mengosongkan ruko (toko Metta) di Jl. Gatot Subroto 
No. 55 Surakarta tersebut karena ruko tersebut telah dibeli leh BPR Sabar 
Artha dari terdakwa, dan dengan kejadian tersebut istri saksi telah merasa 
dibohongi dan dirugikan oleh terdakwa yang pernah berjanji untuk 
menjual ruko tersebut kepada istri saksi untuk pelunasan pembayaran 
hutang-hutang terdakwa ; 
- Bahwa benar selanjutnya istri saksi telah menerima uang sebesar Rp. 130 
juta dari terdakwa melalui BPR Sabar Artha sebagai konpensasi hak sewa 
ruko tersebut yang berakhir pada tahun 2010 mendatang ; 
- Bahwa benar istri saksi selanjutnya telah mendatangi terdakwa untuk 
membayar hutang-hutangnya yang telah berjumlah Rp. 704.656.840,- dan 
terdakwa menjawabnya akan segera dibayar apabila rumah terdakwa di Jl. 
Yos Sudarso Surakarta sudah laku, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu 
dan belum juga laku maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Poltabes 
Surakarta ; 
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; 
 
Saksi-3 : E. AVE TRI SURANINGSIH 
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2004 karena saksi 
sering melayani terdakwa kalau membeli barang ditoko Metta tempat saksi 
bekerja sebagai kasir ; 
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya terdakwa adalah penjual roti ; 
- Bahwa benar Toko Metta adalah milik saksi Yuni Widyanti yang menjual 
barang-barang elektronik dan pakaian beserta accesorisnya ; 
- Bahwa benar terdakwa sejak tahun 2004  sampai tahun 2005 sering 
membeli pakaian dengan cara berhutang ; 
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- Bahwa benar saksi memberikan pakaian-pakaian yang dibutuhkan oleh 
terdakwa dengan cara berhutang sebab telah diperintah oleh saksi Yuni 
Widyanti untuk memberikan barang-barang pakaian yang diinginkan oleh 
terdakwa ; 
- Bahwa benar setiap pembelian pakaian dengan cara berhutang tersebut 
saksi buatkan nota/kwitansinya dan melaporkan kepada saksi Yuni 
Widyanti dan nota tersebut juga ditandatangani oleh pembeli barang yang 
berhutang ; 
- Bahwa benar dalam nota atau kwitansi tersebut tidak disebut kapan waktu 
pembayarannya ; 
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh saksi Yuni Widyanti untuk 
mengumpulkan seluruh nota pengambilan barang yang dilakukan oleh 
terdakwa ; 
- Bahwa benar bila pembeli barang di toko Metta yang berhutang, sebagai 
bukti tagihan nantinya maka nota aslinya dipegang oleh pemilik toko dan 
tembusannya dipegang oleh pembeli dan apabila tagihan telah dibayar 
lunas maka nota aslinya diberikan kepada pembeli tadi ; 
- Bahwa benar pemilik Toko Metta di Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta 
dan Ruko di Jl. Yos Sudarso adalah terdakwa, saksi Yuni Widyanti adalah 
sebagai penyewa ; 
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah hutang terdakwa kepada saksi Yuni 
Widyanti sebesar Rp. 700 juta dari pemberitahuan pihak Penyidik 
Kepolisian di Poltabes Surakarta sedangkan jumlah pasti hutang terdakwa 
kepada saksi Yuni Widyanti saksi tidak tahu ; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah membayar 
hutangnya kepada saksi Yuni Widyanti ; 







Saksi-4 : DIDIK DARMAWAN HARTONO 
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2002 karena 
terdakwa adalah nasabah dari BPR Sabar Artha Palur ; 
- Bahwa saksi adalah Direktur dari BPR Sabar Artha Palur sejak tahun  
2000 ; 
- Bahwa benar pada dasarnya terdakwa adalah seorang pedagang roti ; 
- Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2002, terdakwa telah mengajukan Kredit 
Modal Kerja bagi usaha roti yang digelutinya dengan permohonan kredit 
sebesar Rp. 100 juta ; 
- Bahwa benar untuk menjamin kredit tersebut terdakwa mengajukan 
agunan berupa Sertifkat HGB No. 734, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, 
Surakarta yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta, luas +/- 99 
M2 atas nama Sumini ; 
- Bahwa benar setelah melalui proses uji kelayakan oleh bagian kredit BPR 
Sabar Artha Palur dan dinyatakan layak untuk diberikan kredit, maka 
antara terdakwa dan saksi dibuatkan Perjanjain Membuka Kredit No. 
84/PMK/RC/VII/2002, tanggal 15 Juli 2002 dengan Hak Tanggungan ; 
- Bahwa benar selanjutnya kepada terdakwa diberikan kredit dalam bentuk 
Rekening Koran sebesar Rp. 100 juta ; 
- Bahwa benar sejak angsuran pertama terdakwa tidak pernah membayar 
sampai akhirnya BPR Sabar Artha memberikan kredit lagi Kredit 
tambahan sebanyak 5 kali masing-masing sebesar Rp. 100 juta dan total 
tagihan kredit berikut bunga dan dendanya sebesar Rp. 700 juta ; 
- Bahwa benar setelah ditagih kepada terdakwa, terdakwa minta agar 
agunan tersebut dijual saja ; 
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengeksekusi agunan tersebut dan 
menjualnya ; 
- Bahwa benar pembeli dari agunan tersebut adalah pemilik dari BPR Sabar 
Artha yang bernama Hari Santoso dengan harga Rp. 850 juta melalui 
Notaris Ina Megahwati, SH ; 
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- Bahwa benar setelah agunan laku terjual maka hutang terdakwa sebesar 
Rp. 700 juta langsung dibayar lunas serta sisanya sebesar Rp. 130 juta 
diberikan kepada saksi Yuni Widyanti sebagai konpensasi atas hak sewa 
agunan tersebut sampai dengan tahun 2010 ; 
- Bahwa benar sisanya sebesar Rp. 20 juta diberikan kepada terdakwa dan 
oleh Pembeli (Hari Santoso) masih memberikan lagi kepada terdakwa 
uang sebesar Rp 5 juta untuk keperluan sehari-hari ; 
- Bahwa benar ketika BPR SAbar Artha Palur menegur penyewa agunan 
tersebut (saksi Yuni Widyanti) untuk segera mengosongkan ruko (Toko 
Metta) di Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta, saksi Yuni Widyanti sangat 
merasa keberatan karena saksi Yuni Widyanti juga sangat berniat untuk 
membeli agunan (Toko Metta) tersebut ; 
- Bahwa benar pihak BPR Sabar Artha Palur memang sangat berniat untuk 
memiliki agunan tersebut, sebab letaknya strategis untuk tempat bisnis dan 
bila akan dijual lagi pasti akan sangat menguntungkan ; 
- Bahwa dengan telah dibayarkan hutang sebesar Rp 700 juta tersebut oleh 
terdakwa kepada BPR Sabar Artha Palur maka dalam hal ini pihak BPR 
Sabar Artha tidak merasa dirugikan ; 
  Bahwa  atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapinya 
 sebagai berikut: 
- Bahwa benar terdakwa mengijinkan pihak BPR Sabar Artha untuk 
menjual agunan tersebut karena terdakwa tidak mengerti tentang 
perhitungan hutang sampai sebesar Rp. 700 juta dan terdakwa merasa 
tidak mampu lagi untuk membayar tagihan hutang dari BPR Sabar Artha 
tersebut ; 
 
 Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga telah 
menghadirkan terdakwa dipersidangan dan telah memberi keterangan sebagai 
berikut: 
- Bahwa pada tahun 2002, saksi Yuni Widyanti datang kerumah terdakwa 
dengan maksud untuk mengontrak rumah terdakwa yang terletak di Jl. 
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Gatot Subroto No. 55 Surakarta selama 2 (dua) tahun dengan harga sewa 
selama 2 (dua) tahun dengan harga Rp. 50 juta dan telah dibayar lunas ; 
- Bahwa benar setelah kontrak berjalan selama 1 (satu) tahun, saksi Yuni 
Widyanti mendatangi terdakwa kembali untuk meminta agar kontrak 
(sewa) rumah tersebut diperpanjang lagi selama 5 tahun dengan harga 
sewa sebesar Rp 125 juta dan setelah terjadi kesepakatan tentang 
perpanjangan sewa rumah tersebut selama 5 tahun, maka saksi Yuni 
Widyanti berhak mengontrak rumah tersebut selama 7 (tujuh) tahun ; 
- Bahwa benar saksi Yuni Widyanti tidak membayar lunas harga 
perpanjangan sewa rumah selama 5 (lima) tahun tersebut (Rp 125 juta) 
akan tetapi saksi Yuni Widyanti membayarnya dengan cara memberikan 
barang-barang elektronik seperti: Handphone, TV, Kulkas dan lain-lain 
serta pakaian berikut accesorisnya ; 
- Bahwa benar setelah diadakan perhitungan oleh saksi Yuni Widyanti 
dengan terdakwa tentang jumlah barang yang dikirim oleh saksi Yuni 
Widyanti dan ternyata barang-barang tersebut telah sesuai dengan harga 
Rp. 125 juta, maka terdakwa meminta kepada saksi Yuni Widyanti untuk 
tidak mengirim barang-barang lagi kepada terdakwa, namun ditolak oleh 
saksi Yuni Widyanti dengan alasan jangan takut karena barang-barang 
milik saksi Yuni Widyanti masih banyak ; 
- Bahwa benar rumah di Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta adalah milik 
terdakwa yang disewa oleh saksi Yuni Widyanti dan telah dijadikan toko 
yang diberi nama Toko Metta yang menjual berbagai macam barang 
elektronik dan pakaian beserta accesorisnya ; 
- Bahwa benar terdakwa adalah seorang pedagang roti dan terdakwa  juga 
tidak pernah sekolah serta tidak pandai baca tulis (buta huruf) ; 
- Bahwa benar setelah kontrak ruko tersebut berjalan 1 (satu) tahun, saksi 
Yuni Widyanti telah mengajak terdakwa untuk berbisnis barang-barang 
elektronik dan pakaian serta accesorisnya dengan cara saksi Yuni 
Widyanti mengirim barang-barang miliknya kerumah terdakwa ; 
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- Bahwa benar pada awalnya terdakwa menolak karena takut tidak sanggup 
menjalankan bisnis tersebut, akan tetapi saksi Yuni Widyanti menyatakan 
tidak perlu khawatir sebab barang-barang milik saksi Yuni Widyanti 
masih banyak ; 
- Bahwa benar setelah terdakwa menolak pengiriman barang-barang milik 
saksi Yuni Widyanti dan akan mengembailkan barang-barang yang telah 
dikirim sebelumnya, saksi Yuni Widyanti berkata: “Biar barang-barang 
tersebut disimpan di rumah terdakwa dulu, gampang nanti hitungannya” ; 
- Bahwa benar akibat dari perbuatan saksi Yuni Widyanti yang selalu 
mengirim barang-barang kerumah terdakwa maka untuk mengurangi 
menumpuknya barang-barang tersebut, lalu terdakwa menjual barang-
barang tersebut secara kredit ; 
- Bahwa benar barang-benar barang-barang tersebut terdakwa jual lagi 
dengan cara kredit dan ternyata banyak yang belum membayar kepada 
terdakwa (macet) ; 
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu secara pasti sudah berapa banyak 
barang-barang milik saksi Yuni Widyanti yang terdakwa terima dan 
berapa nilai nominalnya, akan tetapi menurut keterangan polisi sudah 
berjumlah Rp. 700 jutaan lebih ; 
- Bahwa benar setiap barang yang terdakwa jual telah dibayar oleh 
pembelinya, selalu terdakwa setor atau bayarkan kepada saksi Yuni 
Widyanti akan tetapi terdakwa tidak ingat jumlahnya sebab penyetoran 
tersebut tidak ada tanda terimanya karena terdakwa percaya saja kepada 
saksi Yuni Widyanti ; 
- Bahwa benar terdakwa juga banyak menyimpan nota/kwitansi pembelian 
(pengembalian) barang-barang milik saksi Yuni Widyanti dan terdakwa 
juga ada diberikan nota-nota/faktur-faktur asli oleh saksi Yuni Widyanti 
apabila terdakwa ada membayar atau menyetor uang hasil penjualan 




- Bahwa benar nota-nota/faktur tersebut saksi simpan saja dirumah karena 
saksi tidak bisa baca tulis ; 
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi Yuni Widyanti tidak pernah ada 
perjanjian tentang kapan batas waktu pembayaran barang-barang tersebut, 
akan tetapi yang terdakwa tahu adalah saksi Yuni Widyanti selalu 
mengirim barang-barang kerumah terdakwa dan barang-barang tersebut 
terdakwa jual lagi/kreditkan kepada orang-orang serta apabila ada yang 
laku (menyetor) langsung terdakwa berikan uangnya kepada saksi Yuni 
Widyanti, kadang terdakwa menyuruh adik terdakwa utnuk 
menyetorkannya kepada saksi Yuni Widyanti atau saksi menaruh kepada 
karyawannya untuk mengambil kerumah terdakwa ; 
- Bahwa benar saksi Yuni Widyanti berhenti mengirim barang-barangnya 
kepada terdakwa sejak terdakwa tidak lagi mampu membayar hutang 
kepada saksi Yuni Widyanti dan saksi Yuni Widyanti keluar dari ruko 
(Toko Metta) di Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta yang disewanya 
karena ruko tersebut telah dibeli oelh BPR Sabar Artha Palur dan jual beli 
ruko tersebut adalah atas saran dari BPR Sabar Artha Palur ; 
- Bahwa benar pada tahun 2002 terdakwa telah mengagunkan sertifikat 
rumah/tanah di Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta tersebut ke BPR Sabar 
Artha Palur untuk pinjaman modal usaha toko roti terdakwa ; 
- Bahwa benar ketika pinjaman (kredit) terdakwa kepada BPR Sabar Artha 
Palur macet, maka barang jaminan yang berupa rumah/ruko di Jl. Gatot 
Subroto No. 55 Surakarta tersebut dijual sebharga Rp. 850 juta kepada 
pemilik BPR Sabar Artha Palur untuk membayar jumlah hutang terdakwa 
yang telah mencapai Rp. 700 juta dan sisanya terdakwa gunakan 
mengembalikan hak sewa kepada saksi Yuni Widyanti sebesar Rp. 130 
juta melalui BPR Sabar Artha Palur ; 
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi Yuni 
Widyanti untuk membayar hutang-hutang terdakwa dengan rumah/ruko di 
Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta (Toko Metta) tersebut, akan tetapi saksi 
Yuni Widyanti pernah menyatakan kepada terdakwa bahwa apabila 
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nantinya terdakwa mau menjual rumah/ruko tersebut, saksi Yuni Widyanti 
berminat untuk membelinya ; 
- Bahwa benar ketika terdakwa mau menjual ruko tersebut sebelum dibeli 
oleh pemilik BPR Sabar Artha Palur, terdakwa telah lebih dahulu 
menawarkan kepada saksi Yuni Widyanti, akan tetapi saksi Yuni Widyanti 
cuma berani menawar Rp. 500 juta, lalu oleh karena penawarannya terlalu 
rendah maka terdakwa tolak ; 
- Bahwa benar ruko (toko Metta) yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 55 
Surakarta tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari 
warisan almarhum suami terdakwa ; 
- Bahwa benar selain menyewa ruko (toko Metta) di Jl. Gatot Subroto No. 
55 Surakarta, saksi Yuni Widyanti juga menyewa rumah terdakwa di Jl. 
Yos Sudarso Surakarta sampai sekarang ini dan rumah itupun mau dibeli 
oleh saksi Yuni Widyanti jauh dibawah harga pasaran yang ada dan hal 
tersebut sudah tersebut sudah terdakwa tolak ; 
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditahan di Kantor Polisi Poltabes 
Surakarta, pada saat itu ada kesepakatan tentang pembayaran hutang-
hutang terdakwa dengan cara menghitung kembali barang milik saksi Yuni 
Widyanti yang masih tersisa serta dibayar dengan barang-barang milik 
terdakwa berupa: Blower roti senilai Rp 10 juta, Pemotong roti senilai Rp. 
7 juta, tempat minyak dan oven serta mixer senilai Rp 65 juta ; 
- Bahwa benar barang-barang tersebut sebagian telah diambil oleh pihak 
kepolisian dan sebagian masih tertinggal di rumah terdakwa karena belum 
diambil oleh saski Yuni Widyanti ; 
- Bahwa benar nota-nota pembelian barang tersebut (BB) adalah nota yang 
dibuat oleh saksi Yuni Widyanti ; 
 Menimbang, untuk mendukung alat-alat bukti tersebut, Penuntut Umum 
dipersidangan juga telah menghadirkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah TV berwarna 29 inchi merk Toshiba ;’ 
- 1 (satu) buah TV berwarna 20 inchi merk Politron ; 
- 1 (satu) buah TV berwarna 14 inchi merk Panasonic ; 
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- 1 (satu) buah tape radio merk Sony ; 
- 1 (satu) buah tape radio merk Politron ; 
- 1 (satu) buah mesin cuci merk LG ; 
- 3 (tiga) buah stik Play Station ; 
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai ; 
- 2 (dua) pasang speaker aktif merk Rinai ; 
- 2 (dua) pasang speaker aktif merk HIH ; 
- 40 (empat puluh) lembar nota pembelian barang ; 
Bahwa kesebelas (11) macam barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa 
sebagai barang milik saksi Yuni Widyanti.  
 Berdasarkan keterangan 4 orang saksi dalam perkara penipuan ini, 
dapat diketahui bahwa bahwa keempat saksi dalam perkara ini menguatkan 
tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dalam persidangan perkara ini, 
Jaksa Penuntut Umum dengan yakin menetapkan tuntutannya kepada 
terdakwa yaitu saudari Laurensia Maria Sumini yang dianggap terbukti 
bersalah melakukan tindak penipuan menurut Pasal 378 KUHP.   
 
5. Tuntutan 
  Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang dapat 
digunakan untuk memperkuat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan 
perkara ini. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, maka dalam perkara ini Jaksa Penuntut 
Umum memberikan tuntutan kepada saudari Laurensia Maria Sumini telah 
melakukan tindak penipuan menurut Pasal 378 KUHP. Sehingga dalam proses 
persidangan perkara ini Majelis Hakim menimbang, bahwa oleh karena 
pemeriksaan dalam perkara ini telah dianggap cukup, Majelis memberi 
kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutannya dan 
telah menuntut terdakwa dalam Surat Tuntutannya No. reg. 
87/SKRTA/Ep.1/03/2007 tertanggal 6 Juni 2007, yang pada pokoknya 
menyatakan sebagai berikut: 
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1. Menyatakan terdakwa: LAURENSIA MARIA SUMINI, terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana: PENIPUAN, diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 378 KUHP, sebagaimana terurai dalam dakwaan kami ; 
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1` (satu) tahun dikurangi masa 
tahanan sementara ; 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 40 (empat puluh) lembar nota pembelian barang terlampir dalam 
berkas perkara ; 
- 1 (satu) buah TV berwarna 29 inchi merk Toshiba, 1 (satu) buah TV 
berwarna 20 inchi merk Politron, 1 (satu) buah TV berwarna 14 inchi 
merk Panasonic, 1 (satu) buah mesin cuci merk LG, 3 (tiga) buah stik 
Play Station, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 2 (dua) pasang 
speaker aktif merk HIH, 1 (satu) dispenser merk Nasional 
dikembalikan kepada saksi Yuni Widyanti ; 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- 
(seribu rupiah) ; 
 
6. Pertimbangan Hakim  
 Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang digunakan 
dalam proses peradilan perkara ini yang terdiri dari barang bukti dan keterangan 
empat orang saksi, dan pemeriksaan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 
dimana dalam perkara ini terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana 
penipuan menurut Pasal 372 KUHP sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut 
terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa 
tahanan sementara, dan mengembalikan barang bukti kepada korban dalam 
perkara ini adalah saksi Yuni Widyanti dan terdakwa harus membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah). 
  Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur yang menjadi 
dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 372 KUHP menurut Majelis 




1. Unsur barang siapa; 
2. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal 
dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong 
membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang 
atau menghapuskan piutang, dan;   
3. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melawan hukum.  
 Berdasarkan penilaian terhadap ketiga unsur yang menjadi dasar 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara penipuan dengan terdakwa 
saudari Laurensia Maria Sumini, setelah dilakukan penilaian terhadap alat bukti  
dalam persidangan dan unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan 
bahwa berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP apa 
yang dilakukan oleh terdakwa saudari Laurensia Maria Sumini bukan merupakan 
tindak pidana penipuan, melainkan merupakan perbuatan cidera janji 
(wanprestasi). Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam 
persidangan ini memutuskan kepada terdakwa saudari Laurensia Maria Sumini 
dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini dikarenakan dakwaan yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak tepat.  
 
7. Putusan Hakim  
 Amar putusan hakim sebagai berikut  
1. Menyatakan  terdakwa: LAURENSIA MARIA SUMINI, telah terbukti 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan 
tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana ; 
2. Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (Otslag van alle 
recht vervoging); 
3. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat 
serta martabatnya ; 
4. Menetapkan barang bukti berupa: 
a. 1 (satu) buah TV berwarna 29 inchi merk Toshiba ; 
b. 1 (satu) buah TV berwarna 20 inchi merk Politron ; 
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c. 1 (satu) buah TV berwarna 14 inchi merk Panasonic ; 
d. 1 (satu) buah tape radio merk Sony ; 
e. 1 (satu) buah tape radio merk Politron ; 
f. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG ; 
g. 3 (tiga) buah stik Play Station ; 
h. 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai ; 
i. 2 (dua) pasang speaker aktif merk Rinai ; 
j. 2 (dua) pasang speaker aktif merk HIH ; 
k. 40 (empat puluh) lembar nota pembelian barang ; 
masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yuni 
Widyanti ; 
a. 17 (tujuh belas) lembar nota tanda terima barang elektronik periode 
Oktober 2003 s/d Desember 2003 ; 
b. 11 (sebelas) lembar nota tanda terima barang pakaian dan 
accesorisnya periode Oktober 2003 s/d Desember 2003 ; 
c. 60 (enam puluh) lembar nota tanda terima barang non elektronik 
periode Januari 2004 s/d Agustus 2004 ; 
d. 56 (lima puluh enam) lembar nota tanda terima barang non elektronik 
periode Januari 2004 s/d Agustus 2004 ; 
masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Laurensia 
Maria Sumini ; 
e. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ; 
 
Pembahasan 
 Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dalam 
penetapan putusan peradilan yang ada dalam kasus ini, maka secara rinci 
dapat dijelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan peradilan 







Alat Bukti Penuntut Umum  Dasar Pertimbangan Putusan Hakim  
Alat Bukti : 
1. 1 (satu) buah TV berwarna 29 inchi 
merk Toshiba 
2. 1 (satu) buah TV berwarna 20 inchi 
merk Politron  
3. 1 (satu) buah TV berwarna 14 inchi 
merk Panasonic  
4. 1 (satu) buah tape radio merk Sony  
5. 1 (satu) buah tape radio merk 
Politron  
6. 1 (satu) buah mesin cuci merk LG  
7. 3 (tiga) buah stik Play Station  
8. 1 (satu) buah kompor gas merk 
Rinai  
9. 2 (dua) pasang speaker aktif merk 
Rinai  
10. 2 (dua) pasang speaker aktif merk 
HIH  
11. 40 (empat puluh) lembar nota 
pembelian barang  
 
Keterangan Saksi  
1 Saksi Yuni Widyanti  
2 Saksi Subekti Artianto 
3 Saksi Ave Tri Suraningsih  
4 Saksi Didik Darmawan Hartono 
 
Keterangan terdakwa  
 
Dari keterangan saksi-saksi, 
menyatakan bahwa terdakwa benar 
melakukan perbuatan seperti apa yang 
menjadi tuntutan oleh Penuntut Umum. 
 
Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP 
dan Pasal 372 KUHP. 
1. Unsur : Barang Siapa, 
2. Unsur : Dengan memakai nama 
palsu atau keadaan palsu, baik 
dengan akal dan tipu muslihat, 
maupun dengan karangan 
perkataan-perkataan bohong 
membujuk orang supaya 
memberikan sesuatu barang, 
membuat hutang atau 
menghapuskan piutang,  
3. Unsur : Dengan maksud hendak 
menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hukum. 
Berdasarkan unsur-unsur dalam pasal 
378 dan Pasal 372 KUHP, hakim 
memutuskan bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa tidak 
memenuhi unsur-unsur dalam pasal-
pasal tersebut. Sehingga dapat diambil 
putusan bahwa perbuatan terdakwa 
bukan merupakan tindak pidana 
penipuan. 
Tuntutan Penuntut Umum : 
Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 
KUHP dan Pasal 372 KUHP) 
Putusan Hakim :  
Perbuatan terdakwa bukan merupakan 
tindak pidana penipuan, melainkan 
perbuatan wanprestasi. Sehingga dalam 
putusannya menyatakan bahwa 
terdakwa dinyatakan lepas dari segala 




Berdasarkan Paparan Kasus Posisi di atas, Dapat Dikemukakan Bahwa Alat 
Bukti dan Putusan Hakim Mempunyai Konstruksi sebagai berikut : 
 Berdasarkan tabel di atas, hasil putusan hakim dalam menjatuhkan 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada kasus Nomor : 
137/PID.B/2007/PN.SKA dengan terdakwa Laurensia Maria Sumini, perempuan, 
umur 37 tahun dengan alamat di Jl. Yos Sudarso No. 68, Rt. 004/Rw. 003 
Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Surakarta yang mempunyai pekerjaan 
sebagai pedagang dalam dakwaan bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau 
keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan 
perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu 
barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut 
dilakukan terdakwa dengan cara menyewakan rumah terdakwa yang beralamat di 
Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta kepada saksi Subekti dengan jangka waktu 3 
(tiga) tahun dengan sewa sebesar Rp. 50.000.00,- yang terjadi pada tanggal 5 
Maret 2003. Kemudian setelah selang 1 (satu) tahun kemudian kontrak rumah 
tersebut diperpanjang oleh saksi Subekti selama 7 (tujuh) tahun dengan harga 
sewa sebesar Rp. 125.000.000,-. Kemudian mulai tanggal 17 Januari 2004 sampai 
dengan tanggal 4 Juli 2005 terdakwa mengambil barang-barang elektronika 
diantaranya adalah Hanphone, TV, VCD, PS serta berbagai macam jenis pakaian 
di toko Metta milik saksi Subekti. Barang-barang yang diambil atau dibeli 
terdakwa tersebut semuanya senilai lebih kurang Rp. 704.656.840,- dan tidak 
dibayar oleh terdakwa secara tunai yang selanjutnya barang yang diambil 
terdakwa tersebut dijual kepada orang lain. Pada saat mengambil barang-barang 
tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Subekti maupun saksi Yuni Widyanti 
bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tesebut akan dibayar dengan rumah 
milik terdakwa yang dikontrak oleh saksi Subekti. Tetapi ternyata sebenarnya 
rumah milik terdakwa yang dikontrak oleh saksi Subekti tersebut oleh terdakwa 
pada tanggal 15 Juli 2002 telah dijaminkan di BPR Sabar Artha karena terdakwa 
meminjam uang kepada BPR Sabar Artha. Sewaktu terdakwa mengatakan kalau 
barang-barang yang diambil oleh Toko Metta akan dibayar dengan rumah yang 
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dikontrak saksi Subekti, terdakwa tidak memberitahukan kalau rumah milik 
terdakwa yang dikontrakkan tersebut sebelumnya telah dijaminkan di BPR Sabar 
Artha. Kemudian sekitar bulan Desember 2005 saksi Subekti didatangi petugas 
dari BPR Sabar Artha agar segera mengosongkan rumah milik terdakwa yang 
dikontrak saksi Subekti dan memberitahukan kalau rumah tersebut dalam proses 
penyitaan Bank karena sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak dapat 
mengembalikan pinjamannya di BPR Sabar Artha. Dengan perbuatan ini dalam 
perkara ini terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. 
 Dakwaan yang diberikan kepada terdakwa dalam perkara ini telah 
dibuktikan dengan alat bukti diantaranya yaitu keterangan yang diberikan oleh 4 
(empat) orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan hasil 
keterangan dari alat bukti dan keterangan 4 orang sanksi tersebut akhirnya oleh 
penuntut menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 378 KUHP terdakwa Laurensia 
Maria Sumini dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, kepada terdakwa untuk dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 
(satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara, akan tetapi menurut pertimbangan 
hakim berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, menurut 
pertimbangan hakim bukan merupakan tindak pidana. Sehingga dengan adanya 
pertimbangan hakim berdasarkan keterangan yang diuangkapkan oleh sanksi, 
maka diputuskan bahwa terdakwa Laurensia Maria Sumini akhirnya dinyatakan 
lepas dari segala tuntutan hukum.  
 Dalam memutuskan perkara ini, selain hakim Pengadilan Negeri 
mendasarkan putusannya pada keterangan terdakwa, hakim juga mendasarkan 
pada alat bukti yang berupa keterangan saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan 
Pasal 1 butir 1 KUHAP berbunyi: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan 
menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. 
 Keterangan saksi dalam perkara ini ini digunakan sebagai alat bukti 
karena dalam keterangan saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat baik 
secara formil maupun material. Secara formil dalam keterangan sanksi dianggap 
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sah karena telah dilakukan dibawah sumpah dan secara material keterangan saksi 
dalam perkaran ini dapat sebagai alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang 
dituduhkan. Dengan menggunakan keterangan saksi di Pengadilan Negeri dalam 
perkara ini, keterangan saksi yang digunakan sebagai alat bukti yang sah dan 
bersifat bebas dan dapat menentukan putusan hakim. Sehingga keterangan saksi 
yang ada dalam perkara ini dapat dijadikan dasar pertimbangan yang kuat oleh 
hakim dalam pengambilan keputusan.  
 Dalam perkara ini pertimbangan hakim yang didasarkan pada alat-alat 
bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan yang berupa barang bukti dan 
keterangan saksi keputusan hakim dalam menjatuhkan perkara ini hakim melihat 
adanya pelanggaran terhadap dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum. 
Dimana dalam dakwaan kesatu dalam perkara ini melanggar Pasal 378 KUHP dan 
atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP, untuk itu dalam perkara ini hakim 
mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan 
kepada terdakwa diantaranya :  
a. Unsur : Barang Siapa, 
b. Unsur : Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik degan akal dan 
tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong 
membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau 
menghapuskan piutang,  
c. Unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melawan hak.  
  Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap unsur-unsur di atas, dalam 
perkara ini dapat diketahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 
memutuskan perkara ini yaitu dijelaskan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam pasal 
ini adalah Subyek Hukum yang berupa orang atau badan hukum atau disebut 
dengan “pelaku” atau “pembuat” yang dimintakan pertangung jawaban dari 
tindakan yang dilakukannya. Dalam perkara ini keterangan saksi Yuni Widyanti, 
Saksi Subekti Ardianto, Saksi E. Ave Tri Suryaningsih dan Saksi Didik 
Darmawan Hartono yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan berita 
acara penyidikan tentang identitas terdakwa, maka terungkap fakta bahwa benar 
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orang atau pelaku dari peristiwa atau tindak pidana tersebut adalah terdakwa 
Laurensia Maria Sumini. Dan dalam proses persidangan berlangsung keadaan 
terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta terdakwa juga adalah 
orang yang cakap dan mampu bertindak di depan hukum.  
 Berdasakan unsur “Barang Siapa” uamg dimaksudkan dalam dakwaan 
pada perkara ini yang menyebutkan “Dengan memakai nama palsu atau keadaan 
palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, 
mambuat hutang atau menghapus piutang”. Diketahui bahwa unsur ini bersifat 
alternatif dengan maksud bahwa membujuk tersebut cukup dilakukan dengan 
memakai salah satu dari cara-cara: memakai nama palsu, keadaan palsu atau akal 
cerdik atau karangan perkataan bohong yang dimaksud dalam pasal ini adalah 
melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang atau korban menuruti untuk 
berbuat sesuatu dengan perkataan lain bahwa akibat yang dituju adalah agar si 
korban menyerahkan sesuatu, barang membuat hutang atau menghapuskan 
piutang, sesungguhnya dalam unsur ini tidak akan terjadi apabila orang atau si 
korban mengetahui keadaan yang sebenarnya.  
 Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada dalam persidangan 
yang menunjukkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini terkait dengan dakwaan 
yang ditujukan pada terdakwa bahwa dengan akal cerdik telah tidak 
memberitahukan keadaan sebenarnya kepada saksi Yuni Widyanti bahwa ruko 
(Toko Metta) di Jl. Gatot Subroto No. 55 Surakarta telah dijadikan agunan kredit 
ke BPR Sabar Artha Palur sejak tahun 2002 dan apabila keadaan tersebut 
diketahui oleh saksi Yuni Widyanti, maka dapat dipastikan bahwa saksi Yuni 
Widyanti tidak akan memberikan barang-barangnya kepada terdakwa dengan kata 
lain tidak akan mau mengajak terdakwa untuk berbisnis dengan cara tersebut.  
 Dengan demikian unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan 
palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, 
mambuat hutang atau menghapuskan piutang” dalam perkara ini telah terbukti.  
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 Unsur lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini yaitu 
Unsur : “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melawan hak”. Berdasarkan pertimbangan hakim menerangkan bahwa 
dalam setiap penipuan harus dianggap merugikan kekayaan orang lain atau 
dengan perkataan lain disebut menguntungkan diri sendiri dengan melawan 
hukum dan selalu merugikan orang lain. Berdasarkan keterangan saksi dan alat 
bukti yang ada dalam perkara ini dapat diketahui bahwa unsur “Dengan maksud 
hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” dalam 
perkara ini juga dinyatakan terbukti.  
 Berdasarkan hasil fakta-fakta hukum yang ada, baik yang berasal dari 
keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti yang ada dalam perkara ini 
dapat diketahui bahwa yang terungkap dalam persidangan perkara ini menurut 
pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang belum 
membayar harga pembelian barang-barang milik saksi Yuni Widyanti adalah 
merupakan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang berisi Perjanjian Lisan 
“Jual Beli Barang dengan Angsuran (Kredit)”. Di mana dalam perbuatan tersebut 
bukan merupakan perbuatan hukum dalam hukum pidana dan termasuk dalam 
perbuatan hukum melawan hukum perdata.   
 Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ada dalam perkara ini maka 
dapat dikatakan bahwa tuntutan perkara ini yang menyatakan bahwa terdakwa 
sesuai dengan Pasal 378 KUHP terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
“PENIPUAN” dan dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun dikurangi masa tahanan sementara, menurut alat bukti yang berupa 
keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada dinyatakan telah melanggar Pasal 378 
KUHP dan Pasal 372 KUHP. Namun demikian setelah dilakukan analisis 
terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang menjadi dasar tuntutan 
Penuntut Umum dalam perkara ini (Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP) 
terbukti bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tidak terdapat unsur pidana sesuai 
dengan unsur-unsur yang yang terdapat pada pasal-pasal tersebut (Pasal 378 
KUHP dan Pasal 372 KUHP). Sehingga alat bukti yang digunakan oleh Penuntut 
Umum dalam perkara ini tidak menjadikan hakim yakin dengan tuntutan yang 
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diajukan kepada terdakwa. Sehingga tidak heran apabila dalam keputusan 
peradilan dalam perkara ini terdakwa akhirnya dinyatakan lepas dari segala 
tuntutan hukum, karena dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menurut 
hakim dinyatakan bukan merupakan tindak pidana karena dalam perbuatan 
terdakwa tidak mengandung unsur-unsur pidana sesuai yang diterangkan dalam 
pasal-pasal yang menjadi dasar tuntutan Penuntut Umum (Pasal 378 KUHP dan 
Pasal 372 KUHP).  
 Dalam pengambilan keputusan pada kasus ini menunjukkan bahwa 
pengambilan putusan hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (negatief 
wattelijk), karena adalam pertimbangan pengambilan putusan hakim mendasarkan 
pada alat bukti yang sah yang terdiri dari alat bukti, keterangan saksi dan 
keterangan terdakwa, dan dengan menggunakan keyakinan (nurani) hakim 
berdasarka alat bukti yang ada hakim mampu meyakini terhadap apa yang 
sebenarnya dilakukan oleh terdakwa. Sehingga hakim dengan tegas dapat 
memberikan putusannya dengan adil. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 183 KUHAP bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
 Dalam kasus ini putusan hakim yang telah diberikan kepada terdakwa 
secara hukum telah sah, karena telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 
183 KUHAP dimana dalam pemberian putusan hakim menggunakan dasar alat 
bukti yang terdiri dari alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
sehingga dapat meyakinkan hakim dalam pengambilan putusan. Karena diketahui  
bahwa tanpa adanya keyakinan dari hakim, maka hakim tidak boleh menjatuhkan 
putusan, dan antara alat-alat bukti yang ada dengan keyakinan hakim harus ada 
hubungan sebab-akibat. Dalam kasus ini hakim memberikan putusan bebas dari 
segala tuntutan kepada terdakwa, dikarenakan dalam unsur-unsur yang menjadi 
dasar tuntutan penuntut umum tidak terpenuhi dan perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana. 
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 Berdasarkan hasil keputusan hakim dalam kasus ini, maka dapat diketahui 
bahwa putusan lepas dari segala tuntutan yang diberikan kepada terdakwa karena 
berdasarkan alat bukti yang ada dalam perkara ini memberikan keyakinan kepada 
hakim bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan 
tindak pidana seperti yang telah dituntut oleh penuntut umum. Sehingga setelah 
melakukan pertimbangan terhadap alat bukti yang ada dapat memberikan 
keyakinan kepada hakim bahwa unsur-unsur yang ada pada Pasal 372 KUHP yang 
yang menjadi dasar tuntutan penuntut umum benar-benar tidak terpenuhi. 
Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini telah sesuai 
dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menerangkan 
bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepada 
terdakwa yang secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-
undang maupun dari segi batas minimum pembuktian, namun tidak termasuk 
dalam lingkup pidana, maka bagi dapat diberikan putusan lepas dari segala 
tuntutan.  
 Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diputuskan oleh hakim 
dalam kasus ini diambil oleh hakim karena pengadilan berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut 
tidak merupakan suatu tindakan pidana, sehingga tidak heran apabila terdakwa 
diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan 
kasus ini sesuai dengan Psal 191 ayat (2) KUHAP.  
 Seharusnya dalam perkara ini  hakim dapat menolak tuntutan dari 
penuntut umum karena perbuatan yang didakwakan ternyata bukan merupakan 
suatu tindak pidana, mestinya dari permulaan hakim tidak akan menerima tuntutan 
jaksa (niet ontvankelijk verklaring van het Openbare minnisterie). Karena dalam 
pembuktian perbuatan hukum yang ada dalam kasus ini menunjukkan bahwa 
unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang menjadi dasar tuntutan tidak terbukti. 
Karena perlu diketahui bahwa apabila perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terdakwa terbukti tetapi tidak ditemukan unsur kesalahan pada diri 
terdakwa atau terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka 
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terdakwa dapat diberikan putusan lepas dari tuntutan hukum. (Aloysius 



































A. Simpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, 
maka dapat ditarik simpulan bahwa dalam penelitian yang mengangkat kasus 
yang berkaitan dengan nilai pembuktian pada kasus nomor: 
137/PID.B/2007/PN.SKA berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa. 
Dalam pembuktian dalam perkara yang didasarkan oleh penuntut untuk 
melakukan tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang 
ada pada dasarnya telah terbukti. Namun berdasarkan keterangan terdakwa, 
keterangan saksi dan alat bukti yang ada yang dijadikan pertimbangan oleh 
hakim dalam pengambilan putusan dalam perkara ini yang didasarkan pada 
unsur-unsur yang menjadi dasar tuntutan yaitu pada pasal 378 KUHP terbukti 
bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana 
sehingga dalam pengambilan putusan pada proses peradilan dalam perkara ini 
akhirnya terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.  
 Dalam proses persidangan yang ada dalam perkara ini keterangan 
terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti merupakan alat bukti yang dijadikan 
dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Berdasarkan 
keterangan  terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti yang ada dapat 
memberikan gambaran yang jelas terhadap kronologi yang terjadi pada 
perkara ini sekaligus ranah hukum yang tepat. Sehingga dengan adanya 
keterangan-keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan  
hakim menetapkan putusan terhadap kasus ini.  
 Dalam perkara ini berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi 
dan alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ada terbukti bahwa perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini bukan merupakan perbuatan 
yang melanggar hukum pidana. Hal ini dikarenakan berdasarkan keterangan 





barang milik saksi. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
merupakan perbuatan yang melanggar hukum perdata. Hal ini tidak sesuai 
dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yang 
menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penipuan 
sesuai dengan Pasal 372 KUHP. 
 Berdasarkan keterangan tersebut, maka hakim memutuskan bahwa 
terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melalukan tindak pidana sesuai 
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwa dinyatakan 
lepas dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan hakim dalam pegambilan 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena secara yakin hakim 
berdasarkan alat bukti yang ada telah mempelajari unsur-unsur yang terdapat 
dalam tuntutan yang diberikan kepada terdakwa dimana dalam unsur-unsur 
pidana yang terdapat dalam pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, sehingga secara 
yakin bahwa yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana 
sehingga dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa 
merupakan putusan yang paling tepat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada 
Pasal didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 191 KUHAP 
bahwa hakim dapat memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
dapat diambil oleh hakim karena pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 
yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak 
merupakan suatu tindakan pidana.  
 
B. Saran  
 Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran yang 
berkaitan dengan interelasi antara alat bukti yang digunakan sebagai dasar 
pertimbangan hakim dalam memberikan putusan diantaranya yaitu sebagai 
berikut : 
1. Hakim dapat menolak sejak awal tuntutan yang diajukan oleh penuntut 
umum apabila dalam proses peradilan tersebut terbukti tidak memenuhi 
unsur-unsur pidananya.  
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2. Dalam pengambilan putusan hakim harus mendasarkan pada alat bukti 
yang ada minimal dua alat bukti.  
3. Hakim dalam mengambil putusan harus dilakukan secara yakin 
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